PELAKSANAAN PROSES PENANGGUHAN PENAHANAN.
OLEH PENYIDIK DALAM PERKARA PIDAN ;}/”M e
(Studi di Wilayah Hukum Poltabes Padang) /

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Sato Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

SISKA FITRISIA
01.141.198

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

PROGRAM EKSTENSE L
PADANG | MILIK
2008 UrPT F'EH“PUET:&HA&N
: UNIVERSITAS A
Mo Reg: 163/PE IVKL2008 =

! TERD
| TawpsaL: _£-%- o9,
| moMOR®y: S04
|_womorsi: Sofoyanub |




PELAKSANAAN PROSES PENANGOGUHAN PENAHANAN OLEH
PENYIDMK DALAM PERKADY BIDAMA
{5t i Wilavah Hulinm Polfales Parlang)

Siska Fitrisia, Bp. 01.141.198, Fakultas Hukum Program Ekstensi,
Unbversitas Andalas Padang, 61 halaman

ABSTRAK

Penegakan hukum merupakan salah sstu wsaha wntuk menciptakian Leta
tertib kenmanan dan ketenteaman dalam masvarakat baik merpikan nsaha
pencegahan maupen  pemberaniasan  siau pesindakan  setelah terjadinya
pelangzaran hukom, Meskipon lindskan penabanan  mempenyvai poranan
penting dalam proses peradilen perkara pidana akan tetapi undang-undang
masih memberikan kemungkinan kepada vang ditaban unntuk meninkan
permehonan penangguhan penahanan, Dalam skripsi ini permasalahan v
tihahas  adalah prosedur pengaivan pensngenban penahanan i tingkar
penyidikan, kriteria yang dipertimbangkan untuk memberikan penanggulin
renphanan, kendala-kendala apa saig yimg dihadani oleh instansi wa i
mengeluarkan izin penangguban penahanan kepada tersangka atan ferdaky o,
Adapim penclitian ini bertyinan A) Unink mengetabii prasedur PRATEAILIN
renangguhan penahanan di tingkat penyidikan. b) Untuk mengetahui kriteria
vimg dipertimbangken nniek memberikan penanggihan penabanan, ¢} Linbe
mengetahui kendala-kendals apa saja vang dihadapi oleh dnstansi yaq:
mengelimrkan i7in nenangauhan penshanim Lepada tersaneka atan terdakwa,
Sesumi dengan judul skipsi vang penulis babas prda penelition  penu!is
menggonakan netshe penelitian yoridis sasiolosis vailu suptn merc!
penclitian - hukum  vang  menekankan prakick  dilapangan o
menghubungkannya  denpan persturan dan hikon vang  berlikn v
memusatian perhatian dan pengamatan pada efektifitas dari hukum ity sendir,
Spesifikasi pembalnsanaya vaitn iheskripdil dan teknik pengumpulan datanya
studi dokumen serta penelitian lapangan melalui whnik wawancars kemudia:
dianalisa seeara knalitatif vaing dengan penpelompokan data menarot pspee
aspek yang diteliti, Berdasarkan hasil penclitian dapat disimpulkan bahwa
prosedur pengajuan penangpoban penahansn ditingkat  penvidikan s pant
digjukan oleh  tersangka  kepada  penyidik dengan  mengajukan  surl
permahanan  kepada  instansi dersebur, Adapun  kriteria  vang dapa
ipertimbangkan dalam memberikan penangeuhan penahanan dapat diliho
padda pasal 31 aval (1) KUHAT waitu atas permintmn lersangka atag terdakws
penyidik atay penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-
masing mengadakan penanggehan penshanan tdergsan atau tanpa jaminan nang
aau jaminan orang  berdasarkan syaral-sverat vanp ditentukan, Kendala-
kendala vangr ﬂihq"tlifﬁ[ﬁ ilesh mra}erik daltm  memhberikan pe;mngguhﬁn
penahanan jika tersangka tidek memenchi ketentuan yang berlaku maka
masyarakar tidak percayva lagi pada anamt pensgk hukim.



PEMDAHULUAN

A, Latar ﬁe]nkmug

Perubahan sennmtinsn terindi baik secpra perlahan manpon secars copa
demikian pola pada hukum vang ada di Indonesis, seneri vang kit ketahoi
negara Indonesia adalah negara hukum dimang semus tindzkan dan prilaky
harves didasari oleh hukom dan dapas dipertangeongiawabkan mennn hkam
pula. Eeden Marnaung menyatakan hahwa ™ Perkem hangan masvarskat kadang
membiat manusia terlihal kedalam masalah bkume. berbagai aspek negntif
telah timbul seperti penvalahpumaan wewenang, pelecehan hiakum, pengaliin
rasa keadilan, kurangnya perlindungan dan kepnstian hukum bagi masvarnbar

serta peaktik-prak ik neeanil dalam proses peradilyn™, !

Penegakan hukum meripakan salnh st penlin pned reneiplifnn ol
tertib, kesmanan dan keteniranan dalam masvarakar baik marpakan uwaha
peneegahan atan nenindakan setelph teradinya pelangoamn Bukgn ™

Olleh  karena  itu ook penegakan hukom  dilakokan  tindakan
pemahanan, Penahinan merupakan rindakan memhatast kemeanleakinn S T

sedangkan kemerdekaan fu adalah hak nsasi s RLHAP  samgm)

menjunjung tinggi harkat dan martabal manusia atay hak asasi manusia karena

" Leden Marpaung, dvar Teori ekl ukie Pidana, Jekarta, Sine Cralikw, 205 hal

* Miinlk Widavati [han Yulius Waskite, Keffiatan  Dafam Masvarakar D
Fereegalicny, Jkana, Ring Aksarn, 1987 Hal 33

.



i KEHAP memberikan  oembatasan wakin lamanya  penahanan  dapat
difakukan masing-masing parn penegak hukum dan jika hatssan itn sudah lewsat
maka  peiabat vang  melakikan penahanan  hars  sudab mengeliarkan
tersanpka,

Palam hal penahanan untuk keperlugn penvidik, perunotut smam don
hakim dapat dilakukan perahanam apabila atas dird SESCOTANGE  lersangka
diperoleh bukti permulaan vane cuknp bahwa ia telah didusa melpkukan niau
membantu melakokan susmne rindak pidana. Dalam KUHAP hahws penahian
nerlu apabila dikhawatirkan terdakwa atan tersimgka melarikan diri don
menghilangkan barnne bukti sertn ook menjaga ketentraman dan keamanan
penmntug dan adanva kekbawatiean tersanpkn akan menpnlangi perhestan
tersehut (Pasal 21 KITHA )

Meskipin tindakan  penahanan MEMPINYAE peraman senting dalan

J
—

proses peradilon perkars pidana akan etapi vmdang-ondong masih membe
kemungkinan  kepada  vang  ditaban vtk mengidukan  permaohoran
penangguban penahanan, dasar furkumnya Pasal 314 1. Kitab Undnng Undang
Hukum Acara Pidana,

Penangeuhan penahanan selama proses serkara pidana ddak herart
membebaskan tersangka dari siajs sebagai tersanska, ia socars voridis tetap
sehagai tersingka, Sehubunean dengan penjelasan dintas, nnik metemshi
permahonan  penanggihan penahanan harus ditentukan melali heberapa
perskaraan uncang-undang atan hal lain visng bersitat kemannsian ¥ange tidak

memungkinkan untuk melakukan penihanan terhadap sesenrang nelakn tindak

1.2



midhiern

Akan tetapi dilibet dari perkembangan praklekove termyaia masalah
pemenuhan - permohonan  penanggoban perahanan  Jidak  demikian sajo
diberikan odeh aparat atan pejsbat vany herwening mengabulkan penampeahan
penahanan  tersehut. Sekalipun tersingka  elah memenihi persvaratan
penangeuhan penahanan yang teloh ditentukan, tetapi Maktor jaminan baik
herupa omng atan vang vang paling menentukan diksbnlkan At tidaknva
permnohanan penangguhan penahanan daripads persvaratan lain vang dinrar
oleh undangaunidang,

Repolisinn Nepar sehagai alal negar penegak hukum vang tennama
hl.mllgFrls meinelibara - Keampnan  didplam menalankan tiensnva selaln
menjuninng tingei hak-hak asasi manusia dan hukom negara. Khusie menpgenai
penabanan dalam Hiokom Acar Miliina merupakan bal g sensinr -_:;I._.‘_if
karena Bal ini erat knitannva denpan Liehelasan sesgnmma dirang kal Tnd akon
menvingkirkon asas-nss Hak A<si Manusia, didalam KUTIAT divatakan
pemabunan harn dilakakan apabila ada Lelhawatimn lersangka melarikan dir
dan menghilangkan hamang bkt agar tersangka tidak mengulangi ik
idana, mentrt fenisnvn pesabaman ing da P&l dibedakan atas
w. Penahanan Rumah Tahanan MNepara,

b, Penahas Rumah,
2. Penzhanan Kota,
Penahanzn Romah Tahanan Megara dilaksanakan denzan menempatkan

sioersangka hanya hisa keluar romah atan kehoar kota lengan seizin penyvidik

Lizr



PENBRENT umutre st hakim vang memberikan perintah perahanan

Ltk menghindari ketipa jenis penahanan di alas, dapat dinjukan
nermohonan nenangenhan penahanan, WAL S lernhioa wang diberikan hak
aleh undang-undang kepad rersenakn ootk tidak melnksanakan menghnnan
asal belum pda putusan vang hersifin tetap, haik dengan atau tanpa yang
Jaminan

Dalam  prakick  sehari-hari penangguinm - penahanan  scring
mermimbulkan permasalahan, baik pejabat vang mengulakan atan memberikan
pesangguhan penzhanan maupun bagi pihak yang mengaivkan permohansn
penanpzuhan nenahanan serta mengzenai inminan dan <mins Faminannya

Oleh karena it dalam kaitannw dengan judit pennlis angkat adalal
wntuk menemukan suaty kepastinn Bagaimann seharsnva ketentuan dan EVATat-
syarat dari perangauban penshinan serla melihag perkemhimean memaharsion
masyarsknl aras permohonan pensngpnban penahanin, dimana L NEATET T
schagpi salah sate onsur penegabon fiknm, khusisnva mereky wang seding
menghadapi proses peradilan nerkara pidana, jupa herpandangan bahwa fakior
Jaminan vang paling penting sebagai alssen ik meEngapakan permohonzn
penangenhan penahanan,

i"t-'h:ﬂ}!}t'f]'lﬂﬁt-c'ﬂn ketentian pasat 31 KEFHAP pengerian renangenihan
renalanan adalah penangguhan hanan terangka, terdakwa dari penahanan,
mengeluarkan lesangka dori penshanan herakhir 1ahanan vang resmi dan sah
masih ada dan belum hahis, Bengan adanya penangsyhan penahanan, seoming

rersangka ataw terdakwa dikeluarkan dari tuhanan Pada saat masa tahanan vane



sah dan resmi sedang herjalan, Masalal penangeihan penthanan dalam
prakick sering menimbuolkan sermasalaban, sepeti dalam hal hal 1am cpm
petaksanannnya sera bagaimang swarat lan jamingn vang dapar dikenakan
kepada tahanan.

Rerdasarian alwsan i siss maks pennlis merrnilih judul -
“PELAKSANAAN PROSES PENANGGUHAN PENALUANAN O LEH
PENYIDIK TALAM PERKARA PIDANA {Stwdi i Wilavah Hukum

Paltahes Padang)™

&, Perumusan Masalah
Benbwsarkan umian diztas & dalam pemitiban judul dalam penmlisan jmi
maka hal yang merapakan permasalahan adalah sehagai berikut
L. Bapaimana  prosedor mengajan penaneeghan penahanan ditingka
penviidikon?
2 Aga kriteria untuk memparimbangkan dalom pemberin PoaahE Rl

penahanan i Poltabes Pl ange?

A

ATH kendala-Lendals prnmq_!;guhnn penafangn ¥l |:;|'i|'|:'|4|é|[_-\.i irstansi vang

mengeinarkan ixin penaneeuban nenahapan kepadda reren neka?

€. Tawjnan Penelitinn
L Untnk mengemnbai peosedyr mengajuan pensnrenhan penithanan i gk

remyiclikam

e

. e P :
Ltk mengelahui - kriteria yang '2|Ij"{“rll111|‘..'||'|5k;'-l1 ik memberikan

fensreanhan perabnnan

al
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